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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah sudah dilakukan 
Yoduke dan Ayem, (2015), berdasarkan penelitian dengan rasio efektivitas, 
tingkat perolehan Pajak Daerah pada Kabupaten Bantul tahun 2009, 
2011,2012,2013, dan 2014 dinyatakan sangat efektif meskipun cenderung 
fluktuatif (naik dan turun), masing-masing besaran persentase 100,56%, 113, 
85%, 129,67%, 129,06%, 127,81%, serta tahun 2010, ditingkat efektif sebesar 
99,17%. Tahun 2012 adalah yang tertinggi dan 2010 adalah terendah. 
Berdasarkan rasio efisiensi, tingkat perolehan Pajak Daerah Kabupaten Bantul 
periode 2009-2014 cenderung naik turun (fluktuatif) per tahunnya namun 
keseluruhan mengalami penurunan antara biaya dan pajak yang dihasilkan, tahun 
2009 adalah yang tertinggi dan tidak efisien dengan perolehan 307,04% dan 
terendah serta sangat efisien pada tahun 2013 dengan angka 50,42%. 
Berdasarkan pengujian rasio efektivitas, tingkat perolehan Retribusi Daerah 
secara keseluruhan cenderung baik, tahun 2009 (120,70%), 2010 (108,86%), 2012 
(103,90%), dan 2013 (101,66%) dinyatakan sangat efektif dengan angka 
pemerolehan diatas 100%, sedangkan tahun 2011 (94,71%) dan 2014 (98,16%) 
dinyatakan efektif. Berdasarkan penelitian dengan rasio efisiensi, tingkat efisiensi 
perolehan Retribusi Daerah berbanding biaya/belanja dalam upaya mendapatan 
Retribusi Daerah oleh dinas penghasil di Kabupaten Bantul dengan mengacu pada 
besaran belanja langsung dan tidak langsung dalam kurun waktu 2009- 2014 
dinyatakan sangat tidak efisien, masing masing besarannya diatas 100% yakni 
2009 200,88%, 2010 1.316,85%, 2011 1.575,02%, 2012 1.731,08%, 2013 
1.584,10%, dan 2014 sebesar 1.696,12%. Tahun 2009 adalah yang terendah dan 
2012 adalah yang tertinggi. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Puspitasari dan Rohman, (2014), 
Universitas Diponegoro yang berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan 
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora 2009-
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2013”. Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan 
retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) 
Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 
2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah 
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung 
naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten 
Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya 
cenderung turun setiap tahunnya. (5) Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan 
efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. 
Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan 
perbedaan diantara keduanya.  
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Hidayat dan Pahlevi, (2016), 
Universitas Negeri Semarang dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi 
Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014”. Untuk 
mengetahui apakah Kabupaten Pekalongan sudah efektif atau efisien dalam 
pengelolaan retribusi daerahnya maka penulis melakukan penelitian terhadap 
tingkat efektifitas dan efisiensi serta bagaimana gambaran kendala dalam 
pemungutannya dan potensi yang mampu dikembangkan. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitaf 
dan jenis data yang digunakan berupa data time series (periode 2010-2014) dan 
data wawancara (berupa kuisioner dan wawancara mendalam). Hasil dari 
penelitian menunjukkan tingkat efektifitas yang baik dan kurangnya efisien dalam 
pengelolaan retribusi daerah. Kurangnya efisiensi dalam pengelolaan retribusi 
disebabkan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan yang sangat tidak efisien 
dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan retribusi daerah, hal tersebut terlihat 
dalam lima tahun hanya 2 tahun saja yang memiliki persentase efisien sedangkan 
lainnya tidak efisien, hal ini membuktikan bahwa banyak terjadi ketidaksesuaian 
antara biaya dengan penerimaan diperoleh.  
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B.  Tinjauan Pustaka 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan yang paling 
penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari 
komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah 
Daerah, menjelaskan bahwa tiap-tiap daerah telah diserahkan kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan 
masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam 
melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan 
masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan. 
 
 1. Pengertian Sumber Pendapatan Daerah  
Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam 
bidang keuangan yang berkaitan dengan proses pengembangan adalah dengan 
melakukan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dengan 
menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang 
potensial yang dimiliki oleh daerah. 
Berdasarkan undang-undang No. 25 tahun 1999 disebutkan bahwa sumber 
pendapatan daerah berasal dari : 
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a. Pendapatan asli daerah yaitu: 
1. Hasil pajak daerah 
2. Hasil retribusi daerah 
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasi pengeolaan kekayaan 
daerah lainnya yang disahkan. 
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
b. Dana pertimbangan yang terdiri dari : 
1. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber 
daya alam 
2. Dana alokasi umum 
3. Dana alokasi khusus  
 
2.  Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Halim (2004 : 67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah 
satu sumber keuangan daerah yang bisa diandalkan oleh masing-masing daerah 
kabupaten/kota guna pembiayaan rumah tangga daerah. Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi 
daerah.Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang beraku. 
Menurut UU No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan 
“Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah , hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 
pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 
desentralisasi”. Pendapatan asli daerah hendaknya dijadikan tumpuan dan 
penyangga dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung 
jawab. Otonomi daerah dapat dicerminkan dengan adanya kekuatan pendapatan 
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asli daerah yang mempunyai konstribusi terhadap anggaran pendapatan dan 
belanja daerah yang cukup besar. 
3. Pajak Daerah 
Menurut undang-undang No.34 tahun 2000, pengertian pajak adalah iuran 
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dalam daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
 
3.1 Pembagian Pajak Menurut Jenisnya 
Didalam pasal 2 UU.No.34 tahun 2000 disebutkan jenis pajak daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/ kota. 
2.1   Jenis-jenis Pajak Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota 
No. Daerah Jenis Pajak 
1.  Propinsi Pajak Kendaraan Bermotor 
  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
  Pajak Air Permukaan 
  Pajak Rokok 
   
2.  Kabupaten / Kota Pajak Hotel 
  Pajak Restoran 
  Pajak Hiburan 
  Pajak Reklame 
  Pajak Penerangan Jalan 
  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
  Pajak Pajak Parkir 
  Pajak Air Tanah 
  Pajak Sarang Burung Walet  
  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
  Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan 
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Pajak daerah propinsi terdiri atas : 
a. Pajak kendaraan bermotor 
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua 
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis 
jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
b. Bea balik nama kendaraan bermotor 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua 
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yarig terjadi karena jual beli, 
tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan 
untuk kendaraan bermotor. 
d. Pajak air permukaan 
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang 
terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada 
di laut maupun di darat. 
e. Pajak Rokok 
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
Pemerintah. 
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Pajak daerah kabupaten/kota : 
a. Pajak Hotel dan Restoran 
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 
dari 10 (sepuluh). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan 
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah 
makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ 
katering. 
b. Pajak Hiburan 
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 
adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian 
yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
c. Pajak Reklame 
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 
adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, 
jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, 
dan/atau dinikmati oleh umum. 
d. Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 
e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan 
Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
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dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan 
batubara. 
f. Pajak Parkir 
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 
kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
g. Pajak Air Tanah  
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 
h. Pajak Sarang Burung Walet 
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa 
yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, 
collocaliamaxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak 
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah 
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 
dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut. 
j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, 
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termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.    
 
4. Retribusi Daerah 
 Menurut Setiawan dan Suprapti (2004 :22),  retribusi daerah adalah 
pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu 
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan pribadi atau badan usaha. 
  2.2   Jenis-jenis Retribusi Daerah 
No. Jenis Retribusi Daerah 
1.  Retribusi Jasa Umum 
2.  Retribusi Jasa Usaha 
3.  Retribusi Perizinan Tertentu 
 
a. Retribusi Jasa Umum  
Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disedikan 
atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi 
Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kenmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan.  
Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:  
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan 
kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSU daerah, dan tempat 
pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh 
pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran). 
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan atas 
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh
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c) pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan 
pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan 
sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan 
kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.  
d) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, adalah 
pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, 
kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas 
penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta 
perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, 
akta ganti nama bagi warna negara asing, dan akta kematian). Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sudah tidak 
dapat dipungut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan.  
e) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan atas 
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan 
penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, 
pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau 
pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah. 
f) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas 
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.  
g) Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas 
pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola 
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali 
pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak 
swasta.  
h) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.  
i) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah pungutan 
atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam 
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kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan 
jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, 
alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang 
dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyakarat.  
j) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, adalah pungutan atas 
pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta 
dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis 
(struktur).  
k) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, adalah pungutan 
atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, 
tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.  
l) Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan atas 
pelayanan pengolahan limbah cari rumah tangga, perkantoran dan 
industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.  
m) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas pelayanan 
pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan 
pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
n) Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas 
pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh 
pemerintah daerah.  
o) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah pungutan yang 
dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 
p) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan yang dikenakan 
atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertetentu, kawasan 
tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu. 
b. Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan 
oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:  
1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang 
belum dimanfaatkan secara optimal 
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2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disedikan 
secara memadai oleh pihak swasta  
Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:  
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah pungutan atas 
pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan 
bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-
alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan 
tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya 
pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.  
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, adalah pungutan atas 
penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas 
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan 
oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.  
c) Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat 
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah 
untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan 
termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di 
tempat pelalangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang 
dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan 
sebagai tempat pelalangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah 
tempat pelelalngan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
d) Retribusi Terminal, adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan 
penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat 
kegiatan usaha, dan fasilitas lainnnya di lingkungan teminal, yang 
dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron. 
Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu terminal yang 
disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, 
BUMD, dan pihak swasta.  
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah pungutan atas pemakaian 
tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
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daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu 
tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan 
pihak swasta. 
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pungutan 
atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki 
dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan 
retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah yang 
disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan 
pihak swasta. 
g) Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah pungutan atas pelayanan 
penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan 
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang 
dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.  
h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah pungutan atas pelayanan jasa 
kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnnya di lingkungan pelabuhan 
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah  
i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrga, adalah pungutan atas 
pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan 
dikelola daerah. 
j) Retribusi Penyeberangan di Air, adalah pungutan atas pelayanan 
penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air 
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.  
k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah penjualan hasil 
produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi 
penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh Pemerintah, 
BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
 
c. Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan 
tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
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ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan.  
Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:  
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah pungutan atas 
pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.  
b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah pungutan 
atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman 
beralkohol di suatu tempat tertentu.  
c) Retribusi izin gangguan, adalah pungutan atas pelayanan pemberian 
izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan 
bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan 
yang telah ditentukan oleh daerah. 
d) Retribusi izin trayek, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin 
usaha untuk penyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada 
satu atau beberapa trayek tertentu.  
e) Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atau pemberian izin 
untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan 
ikan  
f) Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA), 
adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA jepada pemberi 
kerja tenaga kerja asing. 
 
4.  Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak 
daerah adalah sebagai berikut: 
Efektivitas Pajak Daerah =  
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Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas retribusi 
daerah adalah sebagai berikut: 
Efektivitas Retribusi Daerah =   
 
 
Tabel 2.3   Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi 
        Daerah 
Persentase Kriteria 
> 100% Sangat Efektif 
90-100% Efektif 
80-90% Cukup Efektif 
60-80% Kurang Efektif 
< 60% Tidak Efektif 
    Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 
 
5. Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak daerah 
adalah sebagai berikut: 
Efisiensi Pajak Daerah =  
 
 
Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi retribusi 
daerah adalah sebagai berikut: 
Efisiensi Retribusi Daerah 
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Tabel 2.4   Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi 
        Daerah 
Persentase Kriteria 
> 100% Tidak Efisien 
90-100% Kurang Efisien 
80-90% Cukup Efisien 
60-80% Efisien 
< 60% Sangat Efisien 
      Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
